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ABSTRAK

Penyakit flu burung atau Avian Influenza (Al) adalah penyakit menular yang
disebabkan virus influenza sub tipe A atau lebih dikenal dengan virus HSN1.
Kasus kematian yang diduga disebabkan oleh penyakit fiu burung di Indonesia
sejak awal tahun 2005 sampai awal tahun 2008 menunjukkan kecenderungan
yang terus meningkat dan tertinggi di dunia. Perkembangannya yang sudah
sangat endemik di sebagian wilayah Indonesia, telah menimbulkan korban jwa
dan berdampak pada perekonomian nasional, juga berimplikasi pada seluruh
aspek kehidupan masyarakat Indonesia, menjadikan penyakit flu burung sebagai
penyakit berbahaya yang yang mengancam kesehatan masyarakat serta dapat
menimbulkan malapetaka dan menimbulkan ketidaksejahteraan bagi
masyarakat. Pemerintah dalam penanggulangan penyebaran penyakit flu
burung, masih bersandar pada produk-produk hukum yang telah ada, yaitu
Undang-Undang No. 18 Tahun.1867 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan, UU Wabah dan UU Kesehatan serta. peraturan-peraturan
pelaksananya. Tujuan--pemerintah dalam mengupayakan penanggulangan
penyakit menular filuburiing dimaksudkan untuk memenuhi hak masyarakat atas
kesehatannya dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga periu
dianalisa apakah pemerintah melaltii kewenangannya tersebut telah menjalankan
kewajibannya dan apa tugas dan kewajiban pemerintah yang telah dileksanakan
untuk dapat melindungi seluruh masyarakat dan ancaman tertulamya penyakit flu
burung sehingga terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup sehat.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi
deskriptif analitis. Menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah
studi literatur, dan analisis data normatif dengan metoede kuaiitatif.

Pelaksanaan penanggulangan fid burung merupakan wujud tanggung jawab
pemerintah dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat.
Hubungan antara kewenangan pemenntah dalam pengaturan penanggulangan
flu burung dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk hidup sehat yang dapat
dilihat dari sikap proaktif pemerintah dalam mengatur, membina, mengawasi dan
menyelenggarakan upaya . penanggulangan fiu burung dengan disusunnya
langkah-langkah ' kebijakan ‘penanggulangan fiu' burung.yang dilaksanakan
secara koordinatif -antara- lembaga pemerintahan terkait baik ditingkat pusat
maupun tingkat daerah secara meftyeluruh, aman,-tefcapai, efektif, tefjangkau,
dan bermutu berdasarkan Kketentuan hukum - terkait sefa dengan
mengedepankan asas-asas penyelenggaraan kesehatan, sehingga terpenuhinya
hak masyarakat untuk hidup-sehat. i

Kata kunci; Flu Burung (Avian Infiuenza), Kewenangan Pemerintah, Hak
Masyarakat
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ABSTRACT

Bird flu or Avian Influenza (Al) 15 an infectious disease caused by influenza virus
sub-type A or better known as the H5N1, Suspected cases of death caused by
bird flu in Indonesia since early 2005 until early 2008 showed an increasing trend
and the highest in the world. Its growth is already highly endemic in mast parts of
Indonesia, has caused casualties and impact on national economy, also has
implications on all aspects of Indonesian public life, making bird flu disease as a
dangerous disease that threatens public health and can cause havoc and cause
unwelfares for the community. Govermnment in the response to the spread of bird
flu, still rely on the products already existing laws, namely Law No. 18 of 1967 on
Basic Provisions of Livestock and Animal Health, Epidemic Act and Health Act
and regulations implementing. The purpose of government in spearheading the
bird flu eradication of infectious diseases 15 imended to meest the communities'
rights over their health and to achieve the welfare of the community. So that
needs to be analyzed whether the government, through its authority for
conducting its obligations and what the duties and obligations of governments
that have been implemented in order to protect the public from the threat of
disease transmission of bird flu sothat the fulfillmentof the right of people to live
healthy

The method used is a normative jundical approach, with specification of
descnptive_analysis  Using secondary data, data collection technigues is the
study of literature, and normative data analysis with gualitative methods.
Implementation of bird fiu is a form of government responsibility in order to meet
the right peoaple to live healthy. The relationship between government autharity in
the regulation of bird flu with the fulfilment of the right of people to live a healthy
life that can be seen from the government's proactive stance in managing
developing, supervising and arganizing efforts to control bird flu with the
formulation of policy measures implemented bird flu prevention in coordination
between agencies relevant government both at central and regional levels as a
whole, secure. accomplished effective. affordable, and  quality under the
provisions of relevant laws. and by promoting the  principles of heaith
administration, so that the fulfillment of the right of people io live healthy,

Keywords Bird Flu ' (Avian Influenza), 'Government Authorty, Minority
Communities
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